PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 18 Maret 2022

Halaman: 12

.

‘n

Suasana

sosialisasi =
PP No.37/2021
tentang |

Penyelenggaraan
Program Jaminan |
Kehitangan
Pekerjaan (JKP)
di BPJamsostek
Jogja, Kamis
17/3).

» BPJAMSOSTEK

U ROEALINAS PROERAN
PAIMAN KEHRATWBAN B3R AR 00
] -

Harian Jogja/Yosef Leon

PP JKP Mulai Disosialisasikan

JOGJA—Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Dinsosnakertrans) Jogja mulai
menyosialisasikan Peraturan
Pemerintah (PP) No.37/2021
tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) yang mulai diberlakukan
sejak Februari lalu.

Perwakilan Dinsosnakertrans
Kota Jogja, Irwanto menyampaikan,
program JKP yang mulai
diberlakukan kepada peserta
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek)
bertujuan memberikan kepastian
pemberdayaan kepada pekerja
yang kehilangan akses terhadap
pekerjaannyd. :

“PP 37 itu juga merupakan
aturan turunan dari UU No.
11/2020 tentang Cipta Kerja,”
kata Irwanto, Kamis (17/3).

Untuk  itu, pihaknya
mengikutsertakan perwakilan
perusahaan, serikat pekerja
dan pihak terkait dalam
menyosialisasikan aturan ini.
Hal tersebut guna memastikan
bahwa penerapan peraturan
berjalan dengan optimal di

lapangan demi mewujudkan
program jaminan sosial yang
ada

“Melalui empat program jaminan
sosial ketenagakerjaan yang lama
ditambah lagi dengan program
JKP ini, tentunya kebutuhan
pekerja berkaitan dengan
keberlangsungan  hidupnya
bisa optimal khususnya bagi
yang terkena PHK,” kata dia.

Perwakilan BPJamsostek Jogja,
Luki Dwi Setiawan menjelaskan,
terdapat sejumlah jaminan yang
diberikan dalam program JKP
ini di antaranya yaitu berupa
uang tunai, akses informasi pasar
kerja, maupun pelatihan kerja.

“Uang tunai diberikan paling
banyak selama enam bulan setelah
berkas dinyatakan memenuhi
syarat. Kemudian untuk info
pasar kerja dan pelatihan akan
diselenggarakastoleh kementerian
terkait,” katanya.

Dalam pemberian program
JKP, pemerintah memberlakukan
sejumlah syarat yaitu WNI; usia
belum 54 tahun; mempunyai
hubungan kerja dengan perusahaan
baik perjanjian kerja waktu tidak

tertentu (PKWTT) maupun
perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT); serta menjadi peserta
pada perusahaan skala menengah
dan besar dan terdaftar pada
lima program (JKK, JKM, JHT,
JP, JKN), sedangkan peserta
pada perusahaan skala kecil
dan mikro terdaftar pada empat
program (JKK, JKM, JHT, JKN).
Sumber pembiayaan program
JKP, kata Luki, berasal dari iuran
Pemerintah Pusat sebesar 0,22%,
rekomposisi iuran program
JKK 0,14% dan JKM 0,1%.
Sementara untuk ketentuan dasar
perhitungan upah adalah upah
yang dilaporkan ke BPJamsostek
dengan batas senilai Rp5 juta.
Luki menambahkan, ada
sejumlah kriteria yang dipenuhi
dalam mendapatkan program
JKP yakni berkaitan dengan
syarat pembayaran iuran selama
12 bulan dalam 24 bulan yang
enam bulan pembayarannya
dilakukan secara berturut-turut.
“Pengajuan program mesti
dilakukan sejak pekerja dinyatakan
PHK sampai dengan tiga bulan
sejak di-PHK.” (vosef Leon)
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